KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Perppu kandas terganjal proses politik DPR

Senin, 13 Maret 2023
: Media Indonesia
14

Perppu Kandas Terganjal Proses Politik DPR

DPR sengaja mengulur wakou untuk pengesahan Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu untuk memberikan sinyal kepada
Presiden Joko Widodo bahwa membuat kebijakan bukan perkara mudah, terutama di tahun menjelang pemilu.
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MENGAPA DPR belum menyeijui
dua perppu yvang telah diter:
bitkan pemerintah pada masa
sidang 101 lale?

Kemarin plmpinan DPR baru
rgirim surat ke Bamus dan Komisi
I, keburu reses sebelum pemba-
hasam, Jadi, pembahasan uniuk
Perppu Pemilu itu akamn dilakukan
Rabu, 15 Maret.

Bagaimana DFR memaknai ‘masa
sidang berikutnya® vang telah
diatur dalam konstitusi? Masa
sidang Il berlangsung 10 Januari-
16 Febrnari?

Sebenarnys enggak rasalah, wa.
Tentu sudah dipertimbangkan pim-
pinan. Begitu masa sidang dibuka,

Kalau DPR tidak
menyetujui, ya,
perppu harus
dicabut. Itu sesuai
dengan aturan

yang berlaku, tapi
saya yakin untuk
Perppu Pemiluini
hampir semua fraksi
mendukung,

Eomdsi 11 di harl kedua langsung
bahasz, Rabu, 15 Maret, Kemnudiamn
glangnya rapatkerfa dengan peme-
rintabuntul membahas poin-poin
dalam perppu.

‘Ealau tidak dizahkan, lantas apa

maknanya situasi kegentingan
meimaksa yang melatarbelakangi
terbitnya perppu?

Kalan DPR tidak menyetujui, ya,
perppu harus dicabut. Itu sesuai
dengan aturan yang berlaku, tapi
saya yakin untuk Perppu Pemilu imd
hampir semua fraksi mendukung.
Jadi; tinggal pembahasan saja sub-
stansinya.

Ehusus Perppu Pemilu, ada pan-

dangan yang menganggap perppu
itu sudah gugur, bagaimana jika
kembali ke UL 7720177

Saya kiratidak sepertd iow, Semua
safu suara untuk pelaksanaan
tahapan pemilu begjalan lancar.
Perppa ind sebagai dasat hukumnya
perie mendapatkan persefujuan.
Semua sepakat agar tahapan Pemi-
lu 2024 tidak terganggu.

Artinya, tanpa perppu ini,
tahapan Pemilw 2024 tidak akan
seperti sekarang?

Iya. Karena terbitnya perppu me-
mang ditujukan untuk mendukung
pelaksanaan Pemiln 2024 dengan
berbagai perubahan, seperti ofo-
nomi daerah baru, jumlah daerah
pemilihan, dan begitw juga kursl,

Apa alasan Anda sangat yakin
semua fraksi akan menyeiujui
perppu ini?

Ya, sebenarnya substansinya
sudah banyak dibahas. Selain
it, sudah berlaku, Kan, sehingga
persetujuan uniuk jadi UT itu satu
hari bahas sudah bisa selesai.

Setelah dibahas, bagaimana
proses selanjutnya?

Setelah dibahas dan disetujui. akamn
langsung dibawa ke (rapat) paripurmna.
Secepatnys kita ajukan ke pimpinan
umtuk (rapat) paripurna, bisa Kamis
atau minggu depan. (VARP-3)
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BAGAIMANA pandangan Anda
terkait dengan Perppu Cipta
Kerja dan Perppu Pemilo yang
tidak dizahkan DPR pada masa
sidang 11 yang baru berlalu?

Saya lebih dalam posisi sebetul-
nya perppu itu, kan, sebuakb pera-
turan yang dibuat untuk kondisi
darurat. Tte tercantum di Pasal
22 ayat 1 Undang-Undang Dasar
1945. Kemudian, di ayat 2 jelas
tertulis bahwa perppu itu mesti
diajukan ke DPR dan mendapatkan
persetujuan di PR dalam masa
sidang berikutnya (setelah perppu
disahkan), ltu, kan. clear norma
konstitusinya.

Rarena norma konstitusi meng-

atur sepert ine, tdak ada pilihan
lain sebemulnya. Jadi, sava menilai
perppu it haras diangeap sudah
ticalk ada.

Apakedua perppu tersebuat masih
bisa dinndangkan di masa sidang
yvang akan datang ini?

Seharusnya engeak bisa kKarena
tenggang wakte untuk mengesah-
kan perppu itu soadah lewat. Kalan
dipaksakamn, itu, kan_artinya sudah
keluar dari ketentuan Pasal 22 ayat
2 UD 1945, Di situ tertulis jelas,
kaolk, mesti mendapatkan persatu-
juan di DPR dalam masa sidang
berikutnya, dalamehal ini berart
masa sidawng 11

Apakah perppu imi masih biza
dianggap darmrat?

Sava-melihat dengan kegagalan
[iseruiul pada masa sidang 110 ini,
justry perppu ini memang tidak
untuk mengatasi keadaan darurat
sebetulnys. Keadaan darurat yang
dimaksud ketika membentuk per-
ppu it enggak ada, Buktinya apa?
Buktinmya DPR enggak membahas
cepat walaupun Presiden sudah

mengajukan.

Jika kemudian DFR berkukuh
mengesahkan kedoa perppu ter-
sebut menjadi UL, apa vang hisa
dilakukan masyarakat?

Biza diuji masyarakatke Mahka-

mah Konstitush. Saya mellhat po-
tensl diujl secara formalnya bisa
lebih begar karena prozedurnya
itu, kan, sudah jelas bahwa per
ppu itu disahkan di masa sidang
berikutnya. Kalaw dia tidak disah-
kan di masa sidang berikutnya,
potensi perppu itu dipersealkan
itu sangat tinggi karena sechca
formalitas pembentukannya su-
dah salah.

Menurut Anda, apa yang mem-
buat DPFR lamban menyetujuoi
pengesahan kedua perppu ita?

Saya tidak tahu persis kalauy
spal itu, tapi-saya melihat bisa
jadi ini memang karena faktor
kelalaian. Yang Kemudian ferja-
dilah pelanggaran Pasal 22 UUD
1945, Kalau tetap dilanjutkan,
akan menjadi soal pada keabsah-
am dalam pengezahan kedua
perppu i,

Saran untuk DPR?

Saram saya, ya, sudahlah, prozes
saja ROU Cipta Kerja yang telah
dimyatakan inkonstitusional ber-
syarat oleh ME. Mulai lagi dari
awal, lakukan lagi post-perenca-
naan kemudian susen lag drafmya
dengan melibatkan publik. Nanti
tetapkan lagi jadi undang-undang
bisa dengan menggunakan meka-
nisme pembahasan undang-undang
biasa. (RiEP-2)
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